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Segala [N «cpad: NN - :tolqusannya, akhimya
kami - menyelesaiakn _ laporan penelltlan= r‘h

Kotamadya ). Tentu saja ada banyak persoalan yang menghadang

terutama tantangan melakukan penelitian di tengah pandemic Covid-19, sehingga banyak hal

harus disesuaikan, termasuk wawancara dengan beberapa informan yang harus dilakukan

secara online

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena —

menjadi fenomena [ I dinamika [ local I dewasa ini. Oleh sebab

itu, penelitian ini merupakan kerja akademis sekaligus kerja etis yang sangat penting dalam
membangun demokrasi yang semakin berkualitas di Indonesia. Kami meyakini bahwa
demokrasi yang berkualitas bukan saja terkait dengan prosedur kelembagaan demokrasi
(demokrasi prosedural), tetapi juga terkait dengan nilai-nilai, etika, budaya politik itu snediri.
Dalam konteks itulah penelitian ini sedari awal di-design untuk mengungkap factor-
faktor penting yang mendorong politik transasksional atau politik uang (money politic) dalam
pemilihan kepalah daerah serentak pada tahun 2020, dengan mengambil sampel di Kabupaten
Buru Selatan-Maluku, Kabupaten Maros-Sulawesi Selatan, dan Kota Tanggerang Selatan-
Banten. Studi tentang hal ini sangat penting karena dua alasan pertama, peristiwa politik
transaksional dalam pemeilihan kepala daerah masih terus terjadi dalam lanskap politik local
dengan berbagai bentuknya, dan tampak semakin sulit untuk dihindari. Kedua, studi-studi
tentang dinamika politik transaksional pilkada 2020, nampaknya belum banyak dilakukan
dalam konteks perbadingan di beberapa tempat sekaligus. Itulah sebab studi ini menjadi sangat
penting untuk memetakan bagaimana praktik politik transaksional dijalankan dalam praktik
politik local.
Selama proses penelitian _
I e itian |
]
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Demokrasi lokal _ masih terus diperhadapkan - berbagai
persoalan serius terkait dengan pembiayaan politik yang sangat tinggi (hight cost politic).
Berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkanah pilkada
sangat _ sistemi _.1 Indonesia Corruption
Watch (ICW) menyebu:h

T pemerintahan.?

Secara konseptual, politik yang yang terjadi secara massif dan sistematis dalam konstetasi

di tingkat local tersebut,
B proses NN okal.

I biaya-biaya yang secara legal dibutuhkan dalam proses (tahapan)
pilkada biasanya disebut sebagai ongkos politik. Dalam demokrasi electoral yang
melibatkan semua kalangan, berbagai biaya ini diperlukan untuk proses-proses
pendaftaran di partai politik, pengumpulan dukungan masyarakat (KTP) bagi calon
independent, pengorganisasian tim kampanye dan berbagai kebutuhannya, hingga
pembiayaan saksi dalam pemilihan. Studi Syarif Hidayat menyebutkan bahwa untuk
membiayai proses politik yang mahal tersebut, biasanya para kontestan politik
mengharapkan donasi dari donator poltik yang acapkali merupakan para kontraktor, yang
memiliki kepentingan bisnis di daerah.’ Namun demikian, biaya-biaya politik yang
bersifat illegal yang merupakan politik vang (money politik), nilainya bisa jauh lebih besar
daripada biaya-biaya legal yang disebutkan di atas.

1
Perpustakaan [ EEEG——
? Lihat kajian Kholiq, Dinami
di Wonosobo Tahun 2014, (Disertasi

olitik Transacsional di Aras Lokal; Dinamika Pemilihan Umum




Biaya illegal tersebut mencakup sejumlah uang yang harus disiapkan pasangan
calon untuk mendapatkan rekomendasi sebagai peserta pilkada dari partai politik. Para
kontestan biasanya menyebut biaya untuk partai politik sebagai “mahar politik.”*
Demikian juga biaya yang haruis dikeluarkan untuk mempengaruhi masa pemilih yang
biasanya mengambil bentuk dalam “serangan fajar,” yaitu pergerakan yang dilakukan
pada saat menjelang pemungutan suara, dengan memberikan uang, paket sembako, atau
material lain yang diyakini bisa mempengaruhi para pemilih Ketika “mencoblos” di kota
suara.

Politik uang adalah salah satu tantangan serius dalam demokrasi yang masih sulit
dihilangkan dalam dinggika demokrasi electoral di Indonesia. Proses tersebut

menggambarkan adanya

|
Dahlan® |
-

N xeputusan untuk memilih atau tidak memilih

seseorang diletakkan dalam berbagai kriteria objektif; seperti visi, misi dan program kerja.

Namun politik uang membuat pemilu yang objektif tergadaikan karena adanya imbalan
uang atau materi lainnya. adalah [
. ara pemodal besar

*Jumlah dana yang dikeluarkan dalam Mahar politik tidak selalu sama pada setiap partai politik,
hal ini sangat tergantung pada negosiasi para pihak yang terlibat di dalamnya (Elit Partai yang memiliki
otoritas, calon kepala daerah, hingga Tim Sukses dan para Broker Politik) yang memburu rente dalam upaya
perebutan re endasi dari partai politik pemilik kursi di legislative setempat.

Indonesian [ Wach. . 19




menguasai kontestasi politik, karena money politik h tinggi NG

, padahal — artai atau kontestan politik
yang terlibat dalam pemilu mempunyai modal yang besar.h

memiliki relasi yang tidak bisa dipisahkan.

Sejatinya _ adalah ranjau yang harus dihindari dalam upaya
meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, sejak tingkat desa, kabupaten, provinsi,
maupun pada tingkat nasional. Para calon pemimpin rakyat yang berkompetisi dalam
pemilu harus dipaksa untuk mengedepankan kontestasi program, kinerja dan trackrecord
individu, sehingga para pemilih bisa mendapatkan pemimpin terbaik. Partai politik yang
menjadi wadah rekrutmen calon politisi juga harus membuat sistem rekrutmen calon
pemimpin (kandidat) yang transparan dan akuntabel sehingga jauh dari proses money

politic.” Demikian juga dengan penyelengara pemilu, terutama Badan pengawas Pemilu

% Nico L. Kana, Fenomena Politik Uang dalam Pilkada, (2011:9). ana,

. KasusPemilihan _,’

7 Tmuan Politik dari Lembaga Politik Indonesia, h menyebut [[NNENEGE

daripasa aspek-aspek objective yang dimilikinya.




(BAWASLU) bisa lebih konsisten menegakkkan berbagai peraturan pemilu secara adil

dan transparan sehingga menutup peluang bagi kemungkinan penggunaan politik vang
dalam berbagai bentuknya. b

merupakan sebuah jalan terjal yang harus bisa diwujdukan.

Bahkan negara demokrasi yang telah maju seperti Amerika Serikat saja masih
terus berjuangkan untuk mewujdukan pemilu yang bebas dari money politik. Dua llmuan
Politik Amerika, Mark Brewer dan Sandi Maisel dalam bukunya yang Berjudul “Parties
and Ellections in Ammerica,” juga mengakui bahwa Amerika masih terus berjuang untuk
menghindarkan pemilu dari praktik money politik hingga saat ini.® Negara maju seperti
Amerika Serikat memang diuntungkan dengan tingginya jumlah kelas menengah yang
memiliki independensi dalam membuat keputusan politik untuk dirinya. Mereka biasanya
tidak begitu terpengaruh dengan janji-janji politik yang absurd. Namun demikian, peserta
pemilu dengan kantong tebal tentu memiliki kemampuan dalam mendesain kampanye
yang lebih massif, sehingga memberikan keuntungan electoral yang lebih besar dalam

pemilu, diandingkan kandidat dengan “kantong tipis.”

Hal ini pula yang terjadi dalam pemilihan kepela daerah tahun 2020 h

Il diinformasikan banyak dipenuhi permainan

politik vang. Misalnya pada di Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Maluku, dimana Istri
Bupati Incumbent yang Bernama Safitri Malik Soulisa mencalonkan diri dan
memenangkan konstetasi di kabupaten tersebut. Demikian juga dengan pemilihan Bupati
Maros Sulawesi Selatan, dimana Bawaslu setempat banyak mendapatkan laporan terkait
money politik. Bahkan pemelihan kepala daerah di pinggiran ibukota negara seperti
Kotamadya Tanggerang Selatan Banten yang diikuti figure terkenal, seperti Siti Nur
Azizah (Putri Wakil Presdien Ma’ruf Amien atau Rahayu Saraswati (Keponakan

Prabowg_Subiyanto) juga dilaporkan diwarnai money politik. Money politik yang terjadi
dalamh tiga [N cersebut bisa
—- 12

B 2021).

8 Mark D. Brewer dan L. Sandy Maisel, Parties and Ellection in Ammerica, (New York”: Roman
and Littlefield, 2019), h. 71




mengkofirmasi adanya sinayelemen tentang kuatnya politik transasksional yang masih
terus mewarnai pemelihan kepala daerah di Indonesia.

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap factor-faktor penting yang
mendorong politik uang dalam pemilihan kepalah daerah serentak, dengan mengambil
sampel di Kabupaten Buru Selatan-Maluku, Kabupaten Maros-Sulawesi Selatan, dan Kota
Tanggerang Selatan-Banten. Studi tentang hal ini sangat penting karena dua alasan
pertama, peristiwa politik uang dalam pemeilihan kepala daerah masih terus terjadi dalam
lanskap politik local dengan berbagai bentuknya, dan tampak semakin sulit untuk
dihindari. Kedua, studi-studi tentang dinamika politik dalam pilkada 2020, nampaknya
belum banyak dilakukan dalam konetks perbadingan di beberapa tempat sekaligus. Oleh
sebab itu, perlu adanya sebuah studi baru untuk memetakan bagaimana praktik politik

dijalankan dalam praktik politik local.

| S

I pembahasan [INEEEG—— di o, I
NN dua pertanya [N (rescarch question).

I fenomena politik uang dalam pemilihan kepalah daerah (pilkada) di

di Kab. Buru Selatan, Kabupaten Maros, dan Kotamadya Tanggerang Selatan?

h apa (money politic)
dalam pilkada, dan bagaimana

- tersebut?

| S

I utama. pertama, menggambarkan bagaimana

konstestan pilkada membiayai proses pilkada, mengungkap sumber-sumber keuangan
yang dimiliki. Kedua, mengungkap factor-faktor determinan yang menyebabkan
terjadinya politik uang dalam pemilihan kepalada daerah dan bagaimana badan pengawas
pemilu, dan masyarakat mengawasi masalah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat
memberi kontribusi teoritis maupun praktis, dalam upaya menegakkan demokrasi yang

berkualitas di Idonesia.




D. Signifikansi Penelitian

Penelitian tentang politik transaksional dalam pilkada tahun 2020 ini memiliki dua
nilai signifikansi. Pertama, secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya berbagai
rumusan teoritis yang selama ini telah berkembang dalam studi politik, sosiologi politik,
maupun ekonomi politik. Kedua, secara praksis, studi akan meberi kontribusi bagi partai
politik, lembaga pelaksana dan pengawas pemilu serta masyarakat luas, untuk mengenali
gejala politik uang, dan secara bersama melawan praktik permisif tersebut, demi tegaknya

demokrasi yang semakin berkualitas di Indonesia.




BABII
TEORISASI POLITIK TRANSAKSIONAL

Pada bagian ini akan diabahas tentang berbagai teori dan konsep yang terkait

dengan praktik politik vang at olitik transaksional yang masih marak di Indonesia.
Secara sitematis akan disajikanah relevan, terutama [N

- tema _ ini. Demikian juga akan ditampilkan konstruksi teoritis yang akan

digunakan sebagai instrument analisis dalam studi ini.\

A. Studi Penelitian Terdahulu (Literature Review)

Studi tentang pembiayaan politik dalam pemilu at n pemilihan kepala daerah,
bukan merupakan tema yang benar-benar baru. SudahL penelitian [l
pernah ] mengkaji tentang — pemilu atau - tersebut,

terutama yang terkait dengan aspek-aspek yang memicu lahirnya politik vang, dan

bagaimana proses politik uang terjadi dalam dinamika politik electoral yang korup.
Sebagai gambaran umum tentang berbagai studi but, maka berikut ini akan
dikemukan beberapa aspek penting yang pernah ditelitih
_ Syarif Hidayat dari Universitas Indonesia sekitar
tahun 2006, dan mempublikasikannya dengan b

T akumulasi [
Donator yang dimaksud adalah pemilik modal yang bersedia membiayai kegiatan
kampanye seorang kandidat Bupati atau Gubernur dengan imbalan proyek-proyek
pemerintahan. Bantuan dana politik itu tidak gratis, karena harus dibayar dengan rupa-

rupa kebijakan anggaran yang menguntungkan donator politik tersebut.’

9
I U1 Press. [




|

yang melakukan penelitain di
Banten dengan tema yang hampir serupa, menemukan bahwa seorang kandidat

embutuhkan biaya yang banyak karena harus membiayai pelbagai biaya kempanye,

s210

|

Kondisi seperti itu berbahaya karena

yang melakukan

penelitian sekitar tahun memiliki [
|
-
I juga diperkuat olch [N
ara |

———
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Secara tematik, penelitian ini masih berhubungan dengan penelitin-penelitian

diatas terutama terkait dengan dengan fenomena politik transiional. Hanya saja peneliti

hendak menawarkan konteks baru dalam melihat fenomena , terutama [
pemilihan [N pada . Hal ini terkait dengan pertanyaan, tentang
apakah dinamika politik uang ini masih terus berlanjut? Lalu bagaimana bentuknya, serta
implikasinya? Di sisi lain-lain penelitian ini juga hendak membandingkan bagaimana para
kandaidat di berbagai daerah mempraktikkan politikkan uang di era ini, dan bagaimana
mereka diawasi melalui Badan pengawas Pemilu yang memiliki tugas pokok di bidang

pengawasan pemilu.

B. Kajian Teori dan Konsep

Studi-studi tentang politik tarnsaksional biasanya menggunakan pendekatan teori
rational choice yang digunakan dalam kajian sosiologi politik. Selain itu secara opsional
juga menggunakan teori ekonomi politik, yang banyak menjelaskan pengaruh aspek-aspek
ekonomi dalam keputusan politik. Berikut akan diketengah dua pendekatan teoritik

tersebut sebagai dasar analisis dalam studi ini.

1. ieori Rational Choice (Pilih Rasional)

—F
*
——

. 12 Maret 2021

12 John Scott,




Rational Chgoice Theory kemudian dipopulerkan oleh ilmuan politik James S.
Coleman sekitar tahun 1990, lewat karyanya yang banyak dipuji “Foundations of Sosial
Theory (1990)”.

untungrugi; sedangkan

pilihanpilihan.

12 diakses

0x 5 SeptEmbEr 2021.
!4 Rosidin, “Analisis

10




aplikasinya.'

Teori ini berpusat pada tindakan kolektif yang dapat digunakan dalam analisis
politik dan ekonomi, system sosial, mekanisme pasar bahkan dalam dunia pendidikan.
Dalam konteks Tindakan, maka rational choice berpusat pada tindakan actor, dimana a
dipandang sebagai manusia yang mempunyao tujuan dan mempunyai maksud, i

Rtzer ] Goodman

menyebut i rational choice , tetapi

actor-JJ."

yang diperknenalkan oleh -, memiliki dua variable

bagaimana

penting.'

I scbuah I sclalu dilihat dari [l maafaat dari Tindakan itu sendiri.

Kedua, struktiur dan institus sosial merupakan produk dari tindakan sosial. dengan kata

lain pendekatan rational choice memiliki hubungan erat dengan tujuan dari tindakan
prgagmatis.'” Model ini biasanya dihubungkan dalam teori neo-economi classic, yang
banyak mennggambarkan praktik-pratik ekonomi dalam politik. Terutama dalam konteks
marketing politik yang semakin berkembang dewasa ini.

Teori pilihan rasional juga memusatkan perhatian pada posisi actor dalam berbagai

tindakan sosial politik. Aktor politik merupakan individu (manusia) yang memiliki tujuan

'3 Zuryawan Zoebir
5 Juli 2021

"SNur ), h.327-332.
17 Horge Ritzer dan J. Douglas Godman, Teori Sosiologi Moderen, (Jakarta: Prenada Media,

2007), h. 357
'8 James S. Coleman, National criric, (NG
. Foundarion | N NS

and Newburr ), h.
19

I Prcnada Media, 2004), h. 394




untuk mengambil manfaat dalam tindakan-tindakan politiknya enurut Coleman, teori
rational choice tidakan rasional tidak begitu mempedulikan h
actor, [ NG (:sionalnya, tetapi [l lebih [
sebuah [N diambil NEEEN scouah [
tujuan -

Hal yang menarik dari rational choice teori ini adalah mengubungkan institusi
sosial sebagai wujud dari produk tindakan pragmatis yang dilakukan oleh para actor
politik. Dengan kata lain korupsi kebijakan yang melibatkan banyak pemimpin politk
yang baru terpilih merupakan sebuah pilihan rasional yang terintitusi sebagai dampak
langsung maupun tidak langsung dari fenomena politik transaksional yang berlangsung
dalam pilkada. Persepktif teori rational choice hendak mengabarkan bahwa praktik
korupsi politik akan sulit dihilangkan selama tindakan actor politik masih diliputi tujuan-
tujuan prakmatis, sebgamana terlihata dalam tarnsasksi-transaksi politik yang berlangsung
dalam pemilu.

Sosiolog Jorge Ritzer dan Douglas, ketika bahas rational choice theory

menyebutkan bahwa tindakan persoarangan memang

. nonmun individu memaksimalkan oraintasi
_. Artinya aspek nilai-nilai dalam tindakan individu

hanya “kedok” atau tujuan antara. Semntara yang hendak dikejar dalam Tindakan

transaksional adalah tujuan-tujuan pragmatis yang hendak d

izaib oleh actor/individu. 2’
Dari national choice theory, kita bisa belajar bahwa
= sangat | kcpentingan tertentu.

T sctiap

I hcndak dicapai. Sehingga untuk memeriksa praktik politik uang dalam

sebuah proses politik, maka peneliti perlu mememeriksa tujuan-tujuan pragmatis yang

hendak dicapai oleh actor-aktor politik.

20 Jorge Ritzer dan Douglas, Teori Sosiologi Moderen, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 394

12




Dalam konteks ini perilaku para pemilil dalam pemilu atau pilkada juga bisa
dilihat dalam pilihan rasional (rational choice).

o =
bahwa keadaaan [ diri dan | tangganya, R negaranya
_. Atau dalam hal ini pemilih merasa bahwa Tindakan

actor politik memberi manfaat ekonomi terhada dirinya.?! Culture pragmatis seperti ini
tentu berbahaya karena pemilih telah teroriantasikan pada keuntungan-keungan pragmatis
jangka pendek bagi beberapa indovidu dan actor politik, dan bukan pada kebijakan

bernegara yang akan memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyat.

2. Teori Klientelisme
Beberapa ilmuan politik seperti Eward Aspinal dan Ward Berenshot®?> yang
memepelajari secara seksama tentang politik local di Indonesia, menawarkan analisis
klientelisme untuk membedah dinamika politik uang atau politik transsaksional dalam

pemelihan kepala daerah. Klientelisme melihat politik uang terjadi buk

i actor utama,
tetapi masyarakat yang berusaha mempertukarkan dukungan electoral

. Esensi dari politik klientelistik menurut Aspinal dan

Berenshot adalah prinsip
oleh beberapa ilmuan politik lain seperti Susan Stock dkk., > atau Allen Hicken® sebagai

“pertukaran yang kontingen.”

310
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Di berbagai negara, seperti yang dicatat Aspinal, partai politik merupakan
perantara (intermediary) dalam politik klientelistik. Itulah sebabnya studi-studi klasik
tentang klientelisme berfokus pada mesin-mesin partai. Di Amerika Serikat, misalnya,
para ilmuan memberikan perhatian mereka pada mesin-mesin partai yang beropreasi di
lingkungan kelas pekerja dan kota-kota migran seperti Chicago dan Philadelpia.”® Bahkan
studi-studi terbaru tentang politik klientelistik di di negara-negara seperti India, Argentina,
Meksiko atau Brazil juga menggarisbawahi peran penting dari partai-partai politik dalam
mobilisasi suara yang berwatak klientelistik.”® praktik klientelistik dilakukan oleh partai
politik yang terintitusionalisasi. Namun hal yang menarik dari klientelistik di Indonesia
adalah peran partai politik tidak begitu penting, tetapi oleh actor-aktor partai yang bekerja

secara independent dengan membentuk struktur tersendiri di luar sistem partai politik,

yang biasa diberi nama “Tim Sukses.””” Tim sukses sering tidak berasal dari struktur
partai tetapi dari para tokoh dan

_ manapun. Studi Burhanudi Muhtadi®® juga memperkuat hal tersebut,

ia menyebut posisi tim sukses sebagian besar tidak merepresentasi partai politik, mereka
adalah broker yang dipekerjakan oleh para politisi dengan rupa-rupa imbalan untuk
mengumpulkan suara dalam pemilu atau pemilihan kepada daerah.

Para politisi sendiri seringkali memiliki hubungan yang rapuh dengan partainya
atau koalisi partai yang mencalonkan mereka untuk jabatap_politik. Menurut Aspinal,
partai politik di Indonesia memposisikan diri sekedar h jalan [l

— untuk menertibkan atau |
I kctika [N

Studi tentang klientelisme di Indonesia menawarkan persepektif baru bahwa dalam

konteks hubungan patron klien dalam pemilu bukan saja inisiatif partai politik. Tetapi

2 Edward Aspinal
,2020), h. 8-9

2% > Dalam | NN (). 2016, pe.

27 Edward Aspinal

111-148

,2020),h. 8

28 Burhanudin

I 1. 211-256
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klientelisme justru terbentuk karena hubungan relasional antar calon-calon pejabat dengan
tokoh-tokoh masyarakat atau broker yang dengan berbagai imbalan akan bekerja untuk
kepenntingan mereka. Kelompok yang disebut sebagai tim sukses ini bekerja di luar
struktur dan agenda partai politik. Mereka bersifat independent dengan memanfaatkan

pengaryh sosial di masyarakat untuk mempertukarkan dengan berbagai tujuan pragmatis.

E'=}

2\,

= |

5




30
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patronklien:
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[

40 011. , 290.
W, Muno,

. (Hamburg: [JIl. 2010),h.9

32 Ramadan Baliel Berlianty

* dalam [N 5 (1), 169-180
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BABI

_ studi sosiologi politik yang akan memeriksa

aspek-aspek tindakan sosial dan tujuan dari actor-aktor politik yang terlibat dalam politik
transaksional dalam pemilihan kepala daerah. Secara metodologis peneliti akan

menggunakan pendekatan kualitatif, dan memanfaatkan data-data yang dikumpul dari

studi pustaka maupun studi studi di lapangan. Stydi lapangan akan dilakukan di dua
kabupaten kota dan satu kotamadya, yang telah b
_, yakni: _ Buru Selatan di Maluku, Kabupaten Maros di
Sulawesi Selatan, dan Kota Tanggerang di Banten. Ketiga wilayah ini diharapkan dapat

memberikan perbandingan data, mewakili wilayah-wilayah yang menyelenggarakan

pilkada tahun 2020.

A.h

. dapat dikategorikan kedalam [JJlj bentuk.
I adalah, [l-data [ merupakan hasil-hasil observasi lapangan dan

hasil-hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposive di
Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maros dan Kota Tanggerang Selatan. Kedua, sumber
data sekunder adalah berbagai tulisan, informasi media, majalah, laporan Bawaslu dan

KPUD, dan berbagai informasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

B. Metode I

terutama untuk
mengamati dinamika factual tentang transkasional — dalam

pemelihan [ tahun 2020 [ Buru Selatan, Kabupaten Maros, dan
Kota Tanggerang Selatan. Terutama terkait dengan laporan-laporgn kasus di Bawaslu
Kabupaten/Kota setempat, maupun informasi dari berbagai pihak.h
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||

Pengamatan (observation) || B tiza kabupaten; yakni Kabupaten
Buru Selatan di Maluku, Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan, dan Kota
Tanggerang Selatan. Ketiga daerah tersebut mewakili dinamika yang spesifik di
setiap wilayah di Indonesia, yakni Indonesia Timur, wilayah Indonesia Tengah dan
wilayah Indoneasia bagian barat. Observasi diperlukan untuk melihat secara

langsung kondisi objektif di ketiga wilayah tersebut.

2). Wawangara mendalam (indepth interview)
b) dilakukan | I NEREEEE

) terkait - factor-faktor

determinan yang melahirkan politik uang (politik transaksional) dan bagaimana

upaya pen an dan pengawasan yang dilakukan dalam mencegah fenomena

tersebut

beberapa pasangan calon, pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota, pimpinan KPUD,

Tim Sukses, hingga masyarakat di tiga wilayah yang di teliti, yaitu: Buru Sleatam,

Maros, dan Tanggerang Selatan.

Pilihan tersebut diambil, karena sejumlah informan yang hendak ditemui merasa

keberatan karena kondisi Covid-19 yang masih terus terjadi sepanjang tahun 2021.
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Tabel. 1
Daftar Informan

No Nama Jabatan
1 | Umar Alkatiri Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan
2 | Syarif Mahulau Ketua KPUD KAbupaten Buru Selatan
3 | Sahrul Soulissa Tim Sukses Pasangan Calon
4 | Bapak Wakano Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku
5 | Bapak Abdullah Tim Sukses Pasangan Calon di Buru Selatan
6 | Sufirman Ketua Bawaslu Kabupaten Maros
7 | Nur Hasan Mantan Calon Bupati kabupaten Maros 2015 dan
Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Pilkada 2020
8 | Andi Suhardian Tim Sukses Pasangan Calon di Kabupaten Maros
9 | Muhammad Acep Katua Bawaslu Kota Tanggerang Selatan
10 | Salahauddin M Tim Sukses Pasangan Calon di Tanggerang

Selatan

|

terus

[y
o




I membaca buku-buku, sikripsi, tesis,

disertasi, innformasi media, laporan Bawaslu, Laporan KPK dan hasil kian-

kajian yang telah dipublikasi terkait politik transaksional di berbagai daerah.

I icnomena politik uang yang terjadi selama pelaksanaan

pilkada langsung di daera ang ditelit. Termasuk juga membuat studi

perbandin (comparation)
_Eb akan [

B fcnomena pglitik transaksional, [l upaya-upaya yang telah dilakukan

untuk mencegahnya. untuk

memperkuat ||| || B tcntang politik transaksional [Jl] dapat

dikembangkan dalam upaya penguatan demokrasi local di Indonesia.

C. Modelh

|

deskriptif

(2007)

-data tersebut [l berbagai | yang berlangusng.
ada dan selanjutkan _

secara sistematis _ sehingga membentuk sebuah pemahaman yang utuh >

#Irwan




D. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini mengikuti juknis —
(LP2M) IAIN Ambon dengan
sistematika sebagi

I - |
I . dan signifikansi [N

B 2dalah B pusataka [l terdiri dari dua sub bab penting, yakni; kajian
literature terdahulu yang mengkaji berbagai studi tentang politik transaksional dan

meabahag teori pilihan rasional dan klientelisme sebagai dasar analisi.

, model
pengumpulan [l model analisis [}, serta sistematika penulisan.

BAB IV adalah temuan penelitian yang terdiri dari deskripsi tentang dinamika
politik local serta berbagai bentuk praktik politik transaksional yang terjadi di Kabupaten
Buru Selatan, Kabupaten Maros, dan Kota Tanggerang Selatan. Dijelaskan juga tentang
upaya-upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya politik
transaksional tersebut.

BAB V adalah pembahasan dan analisis yang berisi fenomena politik uang sebagai

bentuk pragmatism pilihan rasional dan kloitelis erta relasi ekonomi politik yang
terjadi di tingkat local. Juga dibahas beberapa"b
mencegahan [l tarnasaksional [l momentum politik [N

BAB VI adalah menjadi penutup dari semua isi tulisan, dan secara sistematis
terdiri dari kesimpulan sekaligus jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada
sejak permulaan di rumusan masalah. Selanjutnya adalah beberapa saran konstruktif

terkait perbaikan system politik dalam mencegah politik transaksional.
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Tiga Lokasi Penelitian

Sejatinya politik transaksioanal atau politik vang —

I dengan intensitas dan aksentuasi yang beragam. Bahkan

sering kali money politik juga berkaitan dengan deferensiasi sosial budaya di masing-
masing daerah. Apalagi jika politik transkasional itu diletakkan dalam memontum Pilkada
serentak tahun 2020 yang lalu. Sebagai gambaran terhadap perbedaan tersebut, maka akan
dibahas tiga kabupaten kota, yakni: Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku,
Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Tanggerang Selatai' Provinsi

Banten. Ketiganya akan merepresentasi dinamika pilkada dan fenomena

1. Kabupaten Buru Selatan
a. Sejarah Singkat

Kabupaten Buru Selatan (Bursel) — bar Maluku.
N cropakan NN o0 NN B

penduduk Kabupaten Buru Selatan

pada tahun 2020 diperkirakan

I . Ambalau dan [
I /v

Sebelum dimekarkan Namrole (Ibu Kota Kecamatan Buru Selatan) hanyalah
sebuah kota Kecamatan di sebelah Selatan Pul;au Buru, wilayah terisolir terutama pada
musim Angin Timur yang menimbulkan gelombang tinggi, sehingga sarana transportasi
satu-satunya melalui laut tidak bisa beroperasi. Kita Namrole semakin bersolek dengan
berbagai sarana transportasi. Ada Bandara, Pelabuhan Laut yang bagus, dan akses jalan

linta Buru yang menghubungkan Buru Selatan dengan Kota Namlea di Kabupaten Buru.

33 Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan 2019
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Gambar. 1

Peta Kabupaten Buru Selatan

PETA INFRASTRUKTUR
KABUPATEN BURU SELATAN

EEsmr g

Bl KEMENTERLAN PEKERIAAN LMUM

Sumber: peta-kota.blogspot.com

Sebagaimana pada umumnya fenomena daerah pemekaran di Indonesia,
Kabupaten Buru Selatan mulai membuka diri dari isolasi geografis yang selama ini
melingkupinya. Terbentuk enam kecamatan, yang muali dihubungkan oleh berbagai jalur
transportasi, baik darat maupun laut. Umumnya penduduk Buru Selatan dan Petani Pala,
Cengkeh dan Kelapa, serta sector perikanan. Namun dgmikian kehidupan ekonomi Buru
Selatan masih Sebagian besar disupport oleh eksistensi b
Daerah (APBD). Sumber _ terbesar tersebut bagi “gula”yang

diperebutkan oelh para pegawai dan para kontraktor local.

b. Dinamika Politik Lokal di Buru Selatan

Pemilihan Bupati adalah moementum penting di Kabupaten Buru Selatan. Hampir
semua elit politiklocal

. Banyak orang berburu rente dalam momentum politik penting tersebut, bukan

saja para politisi yang berkepentingan dengan jabatan politik, tetapi juga para broker
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proyek yang biasanya memburu proyek dari APBD ataupun masyarakat umum yang
merasa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan material. Momentum
Pilkada menjadi hari besar yang dibicarakan setiap orang, mulai dari para elit politik di
kota-kota seperti Namrole, Letsula, Ambalau, hingga kampung-kampung dan pelosok.

Sejak dimekarkan menjadi Kabupaten Buru Selatan telah ada tiga kali pemilihan

kepala daerah (Pilka Pada Pilkada pertama tahun 2010 pasangan Tagop Sudarsono
Soulisa-Ayub Seleky

kemenangan dengan memperoleh [ I 8 443 suara. Mereka mengungguli lima
pasanagan lainnya, yakni Anthonius Lesnussa-Hadji Ali yang memperoreh suara 7.352,
pasangan Zainudin Booy-Yohanis Lesnussa 6.256, pasangan Mahmud Sowakil-Imanuel
Teslatu 3.932, pasangan Nurain Patjina Fatsey-Alexander Leopold Lesbatte 3.381 suara,
pasangan Abdul Basir Solissa-Didon Limau 2.392 suara.

Setelah terpilih menjadi Bupati, Tagob semakin menancapkan pengaruhnya di
Kabupaten Buru Selatan. Kabupaten Buru Selatan semakin identic dengan dirinya,
membicarakan Buru Selatan sama seperti membivcarakan Tagop Soulissa. la
mengendalikan birokrasi hingga ke desa-desa dan mengontrol nyaris semua kekuatan-
kekuatan politik local di Buru Selatan. Sehingga pada Pemilukada Tahun 2015, Tagob
Soulissa-Ayub Saleky kembali memenangkan Pilkada dengan suara sangat meyakinkan
18478, mengungguli pasangan Rivai Fatsei dan Antonius Lesnussa yang meraih suara
12.323 suara.

Pada momentum pilkada itu, banyak masyarakat yang menceritakan Bupati
incumbent memobilisasi kepala desa dan tokoh masyarakat desa, serta berbagai unsur
birokrasi di Kabupaten Buru Selatan. Sayup-sayup terdengar isu tentang keberadaan uang
miliaran rupiah yang digelontorkan Bupati Tagob Solissa untuk memobilisasi dukungan
electoral, guna memastikan kemenangangannya. Para birokrat yang tidak mengikuti
instruksi atau berani melawan, pasti akan “ditertibkan” dengan berbagai hukuman;

dinonjobkan atau dipindahkan.

% Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010
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Bahkan penolakan mulai menggunakan isu identitas, dimana terdapat h

a2 |
intimidasi [ tan | —
T momentum [
B

Gambar. 2
Hasil Pilkada Buru Selatan Tahun 2015

Hasil Hitung TPS {Form C1) Kabupaten Buru Selatan

Sumber: KPUD Buru Selatan, 2020

Kekuatan Bupati Tagob ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),

ia mengendalikan partai tersebut sebagai ketua di Kabupaten Buru Selaatan. Hal ini

terlihat pada pegilu legislative tahun 2019, Bupati Tagob mencalonkan istrinya Syafitri
Malik Soulissa Maluku. Syafitri gagal

melaju ke Senayan, karena diungguli oleh calon popular lainnya asal Kepualauan Aru
Mercy Barens. Namun tampaknya pencalonan Sayfitriu Malik sebagai anggota DPRRI,
hanyalah sebuah strategi anatara dari Tagob Soulissa untuk meningkatkan po[pularitas

instrinya di mata masyarakat Buru Selatan, atau dikalangan Partai Politik (terutama

7 M. Jafar Loailatu, —

| | N dpata diakses melalui




PDIP). Tagob secara diam-diam mulai mempersiapkan istrinya sebagai Calon Bupati
Buru Selatan pada tahun 2020.

Sebenarnya pencalonan Safitri Malik sebagai Bupati pada pemilukada Tahun
2020, ditentang sejumlah pihak di Buru Selatan yang menganggap hegemoni Tagob
Soulisa sudah mengarah kepada politik dinasti yang tidak sehat bagi proses demokrasi dan
demokratisasi. Ia hendak mewariskan jabatan Bupati hanya di kalangan keluarga intinya
saja. Apalagi Syafitri Malik dinilai belum menunjukkan kualitas kepemimpinannya di
Buru Selatan atau pada jabatan public lainnya di Maluku. Namun dengan kekuatan uang
dan birokrasi yang dikontrol penuh oleh Tagob, Syafitri Malik yang minim pengalaman
itu akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Calon Bupati bersama Gerson Eliaser Silsily.

Pasangan Safitri dan Gerson yang memperoleh nomor urut 3 menghadapi rivalitas
dari dua pasangan lainnya, yakni Hadji Ali dan Zaenudin Boy, serta Abdurrahaman

Soulissa dan Ellisa Ferianto Lesnussa. Kedua pasangan oposisi itu selalu menyuarakan
tentang dampak negative politik dinasti keluarga Taoob. Akan tetapi dalam perhitungan
hasil pemungutan suara menunjukkan keunggulan h Mereka

persen. [N

38
Gambar. I
Buru Selatan 2020

SMSGES B

EREEIECEAGS
Anax zamruns
Memimpin Dengan Hati C— [EALNEN) SHELATER RS W

Sumber: https://www.suaraburuselatan.com/

¥ Data KPUD Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2020, lihat juga artikel Kompas.com dengan judul

: https://regional .-I'CEldJ" 2020/12/16/15182861

I 2page=ll diakses 17 Agustus 2021
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